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ABSTRAK

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala yang signifikan
dalam mengakses keadilan, termasuk dalam proses mendapatkan bantuan hukum
yang sesuai dan memadai. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga
mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka
untuk terlibat dalam sistem hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini
mendalami hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penyandang disabilitas sebagai
korban dalam perkara pidana, serta bagaimana sistem hukum yang ada saat ini
menjawab kebutuhan mereka yang spesifik. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis mendalam
terhadap Putusan Nomor : 968/Pid.Sus/2023/PN Rap Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas yang mengatur hak bantuan hukum
bagi penyandang disabilitas, implementasinya masih jauh dari memadai dan sering
kali tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak
penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, serta
kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang tepat. Oleh karena itu, Disarankan
agar pemerintah dan lembaga hukum meningkatkan aksesibilitas serta kualitas
bantuan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memastikan pemenuhan hak-hak
mereka secara adil.

Kata Kunci : Bantuan Hukum,Penyandang Disabilitas,Peradilan Pidana.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara hukum, diatur secara jelas dalam Pasal 1
Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara ini
berlandaskan pada berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang
dilakukan. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum
yang berlaku, yang mencakup berbagai perundang-undangan, sumber
hukum yang diakui, serta Pancasila, yang berfungsi sebagai pandangan
hidup dan pedoman moral bagi bangsa dan negara. Prinsip-prinsip ini
mencakup berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan, sumber
hukum yang diakui, serta Pancasila, yang berfungsi sebagai pandangan
hidup dan pedoman moral bagi bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya
menjadi dasar ideologi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang
harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi sosial dan pengambilan
keputusan.! Dengan demikian, penerapan hukum yang adil dan merata
sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan
berkeadilan, di mana setiap individu dihargai dan dilindungi hak-haknya. D1

sinilah peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk

! Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



mendukung penegakan hukum demi terciptanya stabilitas dan kemakmuran
bangsa.

Pentingnya untuk memahami bahwa hukum bukan hanya sekadar
kumpulan aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan suatu sistem
nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa. lembaga penegak
hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi penegakan hukum. Melalui kolaborasi ini, setiap elemen
dapat saling mendukung dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu
menciptakan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Dengan
demikian, negara hukum yang diharapkan tidak hanya akan menjadi slogan,
tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap warga
negara merasa aman dan terjamin hak-haknya. Dengan fondasi yang kuat
ini, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah
dan berkelanjutan.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan
dalam masyarakat yang sering kali menghadapi diskriminasi, baik secara
langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam proses hukum.
Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari, tetapi
juga mencerminkan ketidakadilan yang lebih sistemik dalam sistem
peradilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik dari segi
fisik, intelektual, maupun sosial yang dapat memengaruhi partisipasi
mereka dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan tersebut sering kali

menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam



mengakses informasi hukum, memahami proses hukum, serta
berkomunikasi secara efektif dalam situasi yang memerlukan pengambilan
keputusan hukum. Sebagai korban tindak pidana, penyandang disabilitas
sering kali menghadapi hambatan yang signifikan untuk mendapatkan
keadilan yang setara. Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapatkan
perlakuan yang sama dengan korban lain yang tidak memiliki disabilitas,
sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum. Misalnya,
mereka mungkin tidak diberikan akses yang memadai kepada layanan
bantuan hukum atau tidak dipahami dalam konteks kebutuhan khusus
mereka selama proses persidangan.? Hal ini berpotensi menghambat hak
mereka untuk bersuara dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk
memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk hak atas
bantuan hukum. Undang-undang ini berupaya menjamin bahwa
penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam sistem
hukum, serta perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka.
Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam
implementasinya masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya
kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan
masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas benar-

benar dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dalam

2 Hidayati, N. Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sinar Grafika,2019



sistem peradilan. Karena di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8§ tahun
2016 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap
pemeriksaan lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’
Kerentanan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana
dalam sistem peradilan pidana sangat menjadi perhatian, mengingat mereka
sering kali menghadapi berbagai tantangan yang membatasi akses mereka
terhadap keadilan. Penyandang disabilitas, baik yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, maupun mental, kerap menjadi sasaran
mudah bagi pelaku kejahatan.. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat
yang sering kali meremehkan kemampuan mereka dan menganggap mereka
sebagai individu yang lemah atau tidak mampu membela diri. Selain itu,
kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas
sering kali membuat mereka terpinggirkan dalam proses hukum. Dalam
banyak kasus, penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki kekuatan
untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami karena berbagai alasan,
termasuk ketidakpahaman tentang prosedur hukum atau ketakutan akan
stigma sosial yang mungkin muncul jika mereka berbicara.* Ketika mereka
menjadi korban, proses hukum yang seharusnya melindungi mereka justru

sering kali menjadi sumber tambahan trauma. Misalnya, dalam situasi

3 Indonesia, Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, LN
Tahun 2016 TLN NO.5871 Ps.29

4 Rachmawati, A. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem
Peradilan Pidana. Yogyak arta: UII Press,2020



pengadilan, penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan dalam
berkomunikasi atau memahami pertanyaan yang diajukan, yang dapat
mengakibatkan kesalahan dalam penyampaian keterangan.

Pemenuhan hak bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat
nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali
tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak karena berbagai kendala,
seperti aksesibilitas informasi, keterbatasan jumlah advokat yang
memahami kebutuhan khusus mereka, serta rendahnya kesadaran aparat
penegak hukum. Sistem peradilan pidana sering kali tidak menyediakan
akomodasi yang memadai untuk kebutuhan khusus mereka, seperti
penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas pendengaran atau
alat bantu komunikasi bagi penyandang disabilitas intelektual. Karena
menurut pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan hukum
diberikan dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak penerima dalam
memperoleh akses keadilan, khususnya bagi mereka yang sedang

menghadapi permasalahan hukum.’

3 Indonesia, Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,LN
Tahun 2011 TLN NO. 5248 ps 3 huruf (a) jo 4 Ayat (1)



Selain itu, lingkungan pengadilan yang tidak ramah terhadap
disabilitas, seperti ketidakadaan akses fisik yang memadai misalnya, tidak
adanya ramp untuk kursi roda atau aksesibilitas bagi tunanetra juga
berkontribusi pada kerentanan ini. Hal ini berimplikasi pada ketidakadilan
dalam penanganan kasus mereka, yang sering kali tidak mendapatkan
perhatian yang semestinya dari aparat penegak hukum.® Dengan demikian,
penting untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, agar mereka
mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam penegakan hukum.
Kesadaran dan tindakan kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah,
lembaga hukum, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan
lingkungan yang aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Hal ini
tidak hanya akan membantu mereka dalam mendapatkan keadilan, tetapi
juga akan memperkuat komitmen masyarakat untuk menghargai martabat
dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa kecuali.

Permasalahan semakin kompleks saat kekerasan seksual melibatkan
penyandang disabilitas sebagai korban. Mereka sering kesulitan melaporkan
kejahatan karena keterbatasan fisik dan stigma sosial yang melekat.Situasi
ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana banyak kasus
kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak terungkap atau

ditindaklanjuti secara memadai. Sebagai contoh Putusan Nomor

¢ Soerjono, S. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas. Bandung: Refika
Aditama,2018



968/Pid.Sus/2023/PN Rap memperlihatkan kasus serupa, tetapi dengan
pendekatan pembuktian dan hasil yang berbeda. Dalam kasus ini, meskipun
fakta-fakta yang ada mirip, perbedaan dalam cara pembuktian dan penilaian
terhadap kerentanan korban mengakibatkan hasil yang tidak konsisten.
Misalnya, bukti yang ada mungkin tidak diterima dengan cara yang sama,
atau hakim tidak mempertimbangkan sepenuhnya dampak psikologis dari
kekerasan yang dialami oleh korban penyandang disabilitas. Disparitas ini
memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang konsistensi perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.’

Mengapa Kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas
yang juga mengalami keterbatasan mental, namun terdapat perbedaan dalam
bukti dan keputusan hukum, Hambatan lain yang juga menjadi sorotan
adalah kurangnya pelibatan pendekatan berbasis korban (victim-centered
approach) yang seharusnya lebih inklusif terhadap kondisi dan kebutuhan
khusus penyandang disabilitas. Rendahnya tingkat pemahaman aparat
penegak hukum terhadap kebutuhan khusus ini menyebabkan proses hukum
sering kali tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.
Konsistensi dalam perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan
bahwa semua korban, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti
penyandang disabilitas, mendapatkan keadilan yang setara.

Tanpa adanya pendekatan yang sistematis dan terstandarisasi,

penyandang disabilitas akan terus menjadi korban kekerasan seksual yang

7 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap



terabaikan di dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk
meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan
menangani kasus-kasus ini secara lebih sensitif dan inklusif. Ini termasuk
pelatihan khusus mengenai cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas,
serta pemahaman yang lebih baik tentang dampak kekerasan terhadap
mereka.’

Dari putusan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan
seksual kepada seorang penyandang disabilitas dan sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 huruf ¢ Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI
Nomor 12 Tahun 2022 terdakwa pada Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN
Rap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan
denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Mengenai  penjelasan di  atas, Hasil putusan Nomor
968/Pid.Sus/2023/PN Rap yang dimana putusan tersebut melanggar Pasal 6
Huruf ¢ Jo Pasal 15 Huruf h UU RI NO. 12 Tahun 2022 dimana korbannya
penyandang. Berdasarkan analisis hasil putusan di atas penulis tertarik
untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK
BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS

SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PIDANA”

8 Supriyanto, A. Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas: Perspektif Hukum
dan Sosial. Jakarta: Kencana,2021



A. RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana penerapan teori penyandang disabilitas pada putusan Nomor
Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap?

Bagaimana upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas pemberian bantuan hukum bagi korban penyandang

disabilitas dalam perkara pidana?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjelaskan mengenai rumusan

masalah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun tujuan dalam penulisan

skripsi ini sebagai berikut.

1.

Untuk mengetahui mengenai pengaturan yang digunakan dalam
menyelesaikan perkara pidana korban disabilitas dalam perkara pidana.
Untuk mengetahui kelemahan dari korban disabilitas dalam menghadapi

proses penyelesaian perkara pidana.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mempunyai dua aspek yaitu sebagai berikut:

l.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperbanyak bahan bacaan
di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Membantu
dalam memahami dan mengembangkan teori keadilan sosial yang
mencakup aspek perlindungan khusus untuk kelompok penyandang
disabilitas dalam konteks hukum pidana. Menambah pengetahuan

teoritis tentang hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan



hak penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi area yang
memerlukan perhatian lebih dalam implementasi hukum.

2. Secara praktis, Peneliti Ini memberikan perspektif yang lebih baik
tentang bagaimana teori diterapkan dalam praktik, serta potensi solusi
untuk meningkatkan perlindungan hak penyandang disabilitas.
Masyarakat Kebijakan dan program yang lebih efektif dapat
memberikan dukungan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas,
termasuk akses ke layanan hukum dan bantuan yang diperlukan selama
proses peradilan.

D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini akan diselaraskan pada

Pertimbangan Hakim dan Penerapan Teori Penyandang Disabilitas dalam

Memutus Perkara terhadap. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

terhadap Penyandang Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap.

E. KERANGKA TEORI
1. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia
adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat
sebelah.” Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan
tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya
adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut

yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang

® Wiyono, E. H. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Akar Media. Jakarta,2007
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menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus
relevantan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.
Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap
skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai
dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima
terkandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai dasar untuk hidup
bersama. Nilai-nilai ini berfokus pada keadilan, yang didasarkan pada
hakikat keadilan kemanusiaan—keadilan dalam hubungan antara
individu dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, masyarakat, bangsa,
dan negara, serta antara individu dengan Tuhan.

Guna mewujudkan tujuan negara dalam meningkatkan
kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya, nilai-nilai keadilan
harus dijadikan landasan dalam hubungan antarnegara di kancah
internasional.

Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah hal-hal yang jelas. Kepastian hukum secara
normatif terjadi apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan
ketentuan yang jelas serta mengatur secara tegas dan logis, bukan

sosiologi.'”

0 Kansil, C. S. T. Kamus Istilah Hukum. Gramedia Pustaka. Jakarta.2009
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Salah satu tujuan hukum adalah keamanan hukum, yang juga
dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan. Penegakan hukum
terhadap suatu tindakan tanpa memperhatikan siapa yang melakukannya
adalah bentuk sebenarnya dari kepastian hukum. Sangat penting untuk
mewujudkan keadilan agar Setiap individu dapat memprediksi
konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan, yang
merupakan salah satu ciri utama hukum, khususnya pada norma hukum
tertulis, adalah konsistensi. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian,
mereka tidak lagi berguna karena tidak dapat digunakan untuk
mengarahkan perilaku setiap orang.!!

Pada intinya kepastian hukum adalah sebuah perlindungan bagi
orang atau badan yang mencari keadilan bagi tindakan sewenang —
wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu, setiap orang
mengharap kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum
maka akan lebih tertib.

3. Teori Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi seseorang yang
mempunyai kebutuhan khusus dan mempunyai keterbatasan baik secara
fisik maupun mental. Istilah kata “penyandang” besaral dari Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya dengan orang yang

menyandang (menderita) sesuatu. Kata disabilitas adalah kata bahasa

' M.Yahya Harahap,Kepastian hukum:konsep dan implementasi,2008
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indonesia yang berasal dari kata serapan dalam bahasa inggris yaitu
disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan.'?

Di indonesia pengertian dari penyandang disbilitas berada di dalam
Pasal 1 angka 1 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang artinya :

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpatisipasi secara penuh dan efektif

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”!3

Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-

undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 saat ini mengatur tentang
hak, penghormatan, perlindungan, dan realisasi hak penyandang
disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk
mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas melalui koordinasi
peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin terwujudnya hak-
hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan, seperti

pendidikan, kesehatan, informasi, dan komunikasi.'*

12H R.Sismono,Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas,Penerbit Nuansa

Cendekia,Jakarta,2022

13 Pasal 2 Angka (1), Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2016

14 de Firman Fathony, M. Natsir Asnawi, “STANDARISASI PELAYANAN
DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA ‘Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah
Disabilitas,Jakarta,2019
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Intinya, teori-teori tentang penyandang disabilitas ini memberikan
pemahaman yang lebih holistik tentang disabilitas, dan pendekatan
komprehensif modern biasanya mengintegrasikan wawasan dari
berbagai teori untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif
dan adil.

4. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata (bantuan) yang berarti pertolongan
tanpa mengharapkan bayaran apapun dan kata (hukum) yang mencakup
segala hukum atau perintah yang berkaitan dengan segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan upaya mencapai perdamaian.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan
hukum yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk
menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk
mendapatkan akses keadilan Dalam pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan
penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan
memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam memperoleh akses
keadilan. Bantuan hukum diberikan kepada individu yang sedang

menghadapi masalah hukum. '

Di dalam Pasal 6 ayat 2 menyebutkan pemberian bantuan hukum ini
diberikan kepada penerima bantuan hukum oleh menteri dan

dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-

15 Pasal 3 huruf (a) jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011



Undang ini. Dan Juga dalam Pasal 12 huruf (a) jo Pasal 13 huruf (a)
menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum berhak mendapatkan
bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya
telah mempunyai kekuatan hukum tetap,selama penerima bantuan
hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan penerima
bantuan hukum wajib menyampaikan bukti,informasi,dan/atau

keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.'®

Pada intinya bantuan hukum ini dapat digunakan untuk masyarakat
yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma — Cuma, di banyak
negara ini sistem bantuan hukum melibatkan campuran teori untuk
memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dan perlindungan

yang mereka butuhkan.

. Teori Pemulihan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai
pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu
(semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas
individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi
manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian
lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan,

pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling

16 Pasal 12 huruf (a) jo Pasal 13 huruf (a) Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2011

15
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memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit
mental.!’

Sedangkan pengertian Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual
adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali
keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan
seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga
dapat melanjutkan kembali kehidupan serta dapat meduduki kembali
tempat di masyarakat. Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual ini
bukan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk korban
kekerasan, melainkan harus dari pihak korban sendirilah yang harus
berusaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat
terbebas dari bayang-bayang pelaku kekerasan seksual dan dapat
menjalankan kehidupan normal seperti sedia kala.*

Jadi, Rehabilitasi tidak berfokus pada kemampuan pelaksana atau
tim rehabilitasi. Refungsionalisasi bertujuan untuk mengembalikan
fungsi kemampuan pasien, sementara pengembangan diarahkan untuk
menggali, menemukan, dan memanfaatkan kemampuan serta potensi
yang masih dimiliki pasien agar dapat memenuhi fungsi sosial di
lingkungan tempat pasien tinggal. Adapun fungsi utama rehabilitasi

adalah sebagai berikut:

17 Dr.Siti Aisyah,kamus psikologi,jakata,2016,hlm 15
18 Mark Yantzi,Kekerasan seksual dan pemulihan,jakarta,PT BPK Gunung
Mulia,2009,him.4



. Fungsi pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan
masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan
masalah dalam hidup secara baik, benar dan mulia..

. Fungsi pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap
hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan
pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan keluar dari hal
kebenaran, kebaikan dan kemanafaatan.

. Fungsi pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini,
seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang
membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau
mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi
preventif.!

Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran
serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga
maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar.

2 Ibid,Hlm 10
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3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan
sosial secara menyeluruh.

4. Pasien mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan
sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang
masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat
dilakukannya.?°

» Bidang/aspek pelayanan rehabilitasi ada sebagai berikut:

1. Rehabilitasi kesehatan/medik
Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi
ilmu kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan
secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan
fungsi/cidera , kehilangan fungsi/cacat yang berasal dari
susunan otot tulang, susunan otot syaraf, susunan jantung dan
paru-paru , serta gangguan mental sosial dan kekaryaan yang
menyertai kecacatannya. Sifat layanan rehabilitasi medik
meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, dan promotif. Usaha
kuratif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan umum
maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus sesuai

dengan kebutuhan.

20 Ibid,HIm. 12
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2. Rehabilitasi sosial
Rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan profesional yang
bertujuan mengembalikan serta meningkatkan kemampuan
individu, keluarga, maupun kelompok yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi
sosialnya secara normal dan menjalani kehidupan sesuai dengan
harkat serta martabat kemanusiaannya. Proses ini juga meliputi
penyesuaian diri yang memadai dalam lingkungan pribadi dan
sosial agar individu tersebut mampu berperan sebagai anggota
masyarakat..
3. Rehabilitasi psikologi

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses
rehabilitasi penca yang berusaha untuk menghilangkan atau
setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh
negatif yang disebabkan oleh kecacatan terhadap mental penca
serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan
mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Proses pelaksanaan
rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan proses
rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan, 2!

Teori pemulihan untuk korban kekerasan seksual berfokus pada

pendekatan holistik yang mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi

fisik, reintegrasi sosial, keadilan, dan pemberdayaan. Dengan dukungan

2l Ibid,HIm.15
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yang tepat, korban dapat menjalani proses pemulihan yang efektif dan
membangun kembali kehidupan mereka. Referensi yang disebutkan di
atas dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai teori dan praktik
pemulihan dalam konteks kekerasan seksual.
F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah
metode hukum normatif karena objek penelitian ini adalah mengenai
Undang — Undang, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari parah
ahli hukum.??
2. Sumber Data
Sumber data yang di butuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari
perpustakaan dan sumber hukum resmi resmi. Data yang di gunakan
adalah data sekunder dan primer, 2 jenis data tersebut untuk menjawab
permasalahan dan upaya hukum yang menjadi fokus dari penulisan ini
yakni :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan — bahan hukum yang di ambil
dari data yang ada seperti:
a) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen.

22 Muhammad Syahrum, S.T.,M.H,Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian
Penelitian Normatif ,Empiris, Penulisan Proposal,Laporan Skripsi dan Tesis,CV DOTPLUS
Publisher,Jakarta,2022
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b) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas.

¢) Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
bantuan hukum.

d) bantuan dari Kitab Undang — Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

e) Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap.

2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum seperti jurnal ilmiah,dokumen -
dokumen resmi, literatur kepustakaan, dan tulisan para ahli
hukum, dan yang lainnya digunakan untuk melengkapi data
penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah stydi
kepustakaan, yaitu untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu
buku — buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dalam
rangka pengumpulan data ini, maka penulis menganalisis Undang —
Undang dan buku teori tentang hukum dan pemidanaan. Sumber bacaan
tersebut berupa buku — buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun
sumber data lainnya.

4. Metode Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan data penelitian ini digunakan metode secara

deduktif yang dimana penarikan kesimpulan tersebut berawal dari
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pengertian umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir dengan

kesimpulan yang bersifat khusus.”?

2 Dr. Sigit Nugroho.,S.H,M.Hum,dkk,Metodologi riset hukum, Surakarta : Oase
Pustaka,2020
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